REPUBLIK INDONESIA

No.1437, 2019 KEMENPAR-RB. Pengawas Lingkungan Hidup.
Jabatan Fungsional. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan
tugas di bidang pengawasan dan/atau penegakan hukum
lingkungan hidup, serta untuk meningkatkan kinerja
organisasi perlu ditetapkan Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup;

b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39
Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya sudah tidak
sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas pengawasan
lingkungan hidup dan pengembangan karier, sehingga
perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi tentang Jabatan Fungsional

Pengawas Lingkungan Hidup;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 485);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan  Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3816);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5056);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI @ PENDAYAGUNAAN  APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian ASN dan pembinaan
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi
daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan

kesekretariatan lembaga nonstruktural.
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10.

11.

12.

13.

14.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung
jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan
dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.

Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Pengawas Lingkungan Hidup adalah
PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum
lingkungan hidup.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk
manusia dan  perilakunya, yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta mahluk hidup lain.

Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang
dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh
Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat
ketaatan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup adalah kegiatan
melaksanakan ketentuan hukum administrasi dan/atau
hukum perdata dan/atau hukum pidana oleh Pengawas
Lingkungan Hidup terhadap penaataan usaha dan/atau
kegiatan dalam  perlindungan dan  pengelolaan
lingkungan hidup.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk
mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti
itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

dan guna menemukan tersangkanya.
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Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang
harus dicapai oleh Pengawas Lingkungan Hidup dalam
rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengawas
Lingkungan Hidup sebagai salah satu syarat kenaikan
pangkat dan/atau jabatan.

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK
adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka
kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau
jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup.

Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh
Pejabat yang Berwenang untuk memberikan
pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas
usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta
pemberian penghargaan bagi PNS.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Tim Penilai
adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat
yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan
hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta
menilai capaian kinerja Pengawas Lingkungan Hidup
dalam bentuk Angka Kredit.

Standar Kompetensi Pengawas Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi
pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian dan
perilaku yang disyaratkan untuk dalam melaksanakan
tugas jabatan Pengawas Lingkungan Hidup.

Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian
untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap
jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup.
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23.

24.

25.

26.

(1)

(2)

(3)

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus
dicapai oleh Pengawas Lingkungan Hidup sebagai
prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup.

Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang
harus dicapai minimal oleh Pengawas Lingkungan Hidup
sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.

Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok
pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
disusun oleh Pengawas Lingkungan Hidup baik
perorangan atau kelompok di bidang pengawasan
dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

Pengawas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai
pelaksana teknis di bidang pengawasan dan/atau
penegakan hukum lingkungan hidup pada Instansi
Pemerintah.

Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas
yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
Kedudukan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan
berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis
jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 3
Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup termasuk

dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
merupakan jabatan fungsional kategori Keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi,
terdiri atas:

a. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama,;

b. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;

c. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya; dan
d. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Utama.

(3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III
sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yaitu

melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum

lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas

Lingkungan Hidup yang dapat dinilai Angka Kreditnya,

terdiri atas:

a.
b.
C.
d.

pengawasan langsung;
pengawasan tidak langsung;
penegakan hukum; dan

pengkajian dan analisa.

(2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terdiri atas:

a.

pengawasan langsung, meliputi:

1. persiapan pengawasan lingkungan hidup;

2. pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup;
dan

3. melakukan kegiatan pasca pengawasan.

pengawasan tidak langsung, yaitu evaluasi laporan

rutin penaatan usaha dan/atau kegiatan;

penegakan hukum, yaitu penegakan hukum pidana;

dan

pengkajian dan analisa, meliputi:

1. pengkajian pengawasan lingkungan hidup; dan

2. analisa pengawasan lingkungan hidup.
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Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

kegiatan  Jabatan  Fungsional Pengawas

Lingkungan Hidup sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan

dalam butir kegiatan sebagai berikut:

a.

Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, meliputi:

1.

melakukan kegiatan penyusunan dokumen
perencanaan pengawasan (Sumber Daya
Manusia; Peralatan dan bahan; Agenda; Biaya;
koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha
dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai
Penyidik Negeri Sipil, ahli);

melakukan kegiatan prakunjungan pengawasan
(reconaisance);

melakukan tinjauan/kajian/analisis di bidang
lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup
dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan
kompleksitas rendah;

melakukan kegiatan pemeriksaan alat yang
sudah terkalibrasi oleh pihak berwenang
dan/atau memeriksa kadaluarsa bahan yang
akan dipergunakan dalam pengawasan;
melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) untuk kegiatan pada produksi B3 dengan
kompleksitas rendah;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) untuk kegiatan pada peredaran B3 dengan
kompleksitas rendah;

melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada sumber-sumber limbah B3

dengan kompleksitas rendah;
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melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3
dengan kompleksitas rendah;

melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada alat angkut transportasi limbah
B3;

melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada proses produksi migas dengan
injeksi limbah B3 ke perut bumij;

melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada
land fill kelas 3;

melakukan pengawasan tanggap darurat pada
usaha dan/atau kegiatan terhadap
pengendalian  pencemaran air dan/atau
pengendalian pencemaran udara dan/atau
pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah
B3 berupa pemeriksaan terhadap sarana dan
prasarana;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air atau air laut
dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sarana pengolahan air limbah dengan
kompleksitas rendah;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air atau air laut
dengan melakukan pemeriksaan terhadap
kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam izin
pembuangan air limbabh;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air atau air laut
dengan melakukan pemeriksaan terhadap

sarana pemanfaatan air limbah dengan
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kompleksitas rendah;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air atau air laut
dengan melakukan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan injeksi air terproduksi;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara dengan
melakukan pemeriksaan terhadap sumber-
sumber pencemaran udara dengan
kompleksitas rendah;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara dengan
melakukan pemeriksaan terhadap Continuous
Emission Monitoring System (CEMS) atau hasil
analisis pemantauan emisi udara baku mutu
manual untuk melihat penaatan pada
ketentuan secara manual untuk melihat
penaatan pada ketentuan baku mutu termasuk
beban emisi dengan kompleksitas rendah;
melakukan pengawasan penaatan baku emisi
sumber bergerak;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan kegiatan
penambangan dengan melakukan pemeriksaan
terhadap penimbunan tanah pada zona
perakaran dan tanah/batuan penutup;
melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan kegiatan
penambangan dengan melakukan pemeriksaan
terhadap pengendalian erosi;

melakukan kegiatan pengambilan sampel
limbah dan/atau kualitas lingkungan (antara
lain air limbah, air sungai, air danau, air laut,
emisi udara, udara ambien, tanah, B3, limbah
B3, biota) dalam rangka pengawasan;
melakukan kegiatan pengukuran parameter di

lapangan (In-Situ) dalam rangka pengawasan
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dengan kompleksitas rendah;

melakukan kegiatan pemotretan dan/atau video
antara lain terhadap kegiatan pengambilan
sampel, situasi pabrik, situasi IPAL dengan
menggunakan kamera dan/atau drone dalam
rangka pengawasan;

melakukan pembuatan gambar sketsa dalam
rangka pengawasan;

melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan
dengan dengan kompleksitas rendah;
merumuskan rekomendasi hasil pengawasan
dalam bentuk konsep surat hasil pengawasan
kepada perusahaan;

merumuskan rekomendasi sanksi administrasi
dalam bentuk surat sanksi administratif berupa
berupa teguran;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses penyidikan dan/atau
persidangan;

melakukan kegiatan evaluasi laporan rutin
dalam rangka penaatan usaha dan/atau
kegiatan;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pembuatan laporan
kejadian tindak pidana;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pemeriksaan tempat
kejadian perkara;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa surat pemberitahuan
dimulainya penyidikan;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pemanggilan saksi-
saksi;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pemanggilan

tersangka;
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melaksanakan  penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pemeriksaan saksi-
saksi;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pemeriksaan
tersangka;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa penyitaan barang
atau dokumen melalui pengadilan;
melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa permintaan bantuan
menghadirkan tersangka/saksi ke Polri;
melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pembuatan resume;
dan

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa penyerahan berkas
berita acara penyidikan ke kejaksaan melalui

Polri;

Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, meliputi:

1.

melakukan kegiatan penyusunan dokumen
perencanaan pengawasan (Sumber Daya
Manusia; Peralatan dan bahan; Agenda; Biaya;
koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha
dan/atau kegiatan,laboratorium, Pegawai
Penyidik Negeri Sipil, ahli);

melakukan kegiatan prakunjungan pengawasan
(reconaisance);

melakukan tinjauan/kajian/analisis di bidang
lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup
dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan
kompleksitas sedang;

melakukan kegiatan pembuatan daftar periksa
(checklist) mengenai data dan informasi yang
ingin didapat dari pengawasan dengan

kompleksitas sedang;
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melakukan kajian awal perubahan tutupan
lahan pada lokasi kegiatan pengawasan dan
ekosistem yang ada (overlay peta perubahan
tutupan lahan di lokasi pengawasan termasuk
overlay hotspot);

menatalaksanakan dan mendokumentasikan
pertemuan pendahuluan dalam pelaksanaan
pertemuan pendahuluan dalam tim;

melakukan pemeriksaan dokumen terkait
dengan kewajiban perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL,
Perizinan dan dokumen lingkungan serta
dokumen lainnya);

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) untuk kegiatan pada sarana transportasi
B3;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) untuk kegiatan pada produksi B3 dengan
kompleksitas sedang;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) untuk kegiatan pada penggunaan B3;
melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) untuk kegiatan pada peredaran B3
kompleksitas sedang;

melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada sumber-sumber limbah B3
dengan kompleksitas sedang;

melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3

dengan kompleksitas sedang;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

17 2019, No.1437

melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan
kompleksitas sedang;

melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada pengolahan limbah B3 dengan
kompleksitas sedang;

melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada kegiatan ekspor limbah B3 atau
limbah non B3;

melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada
land fill kelas 2;

melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada penguburan limbah B3;
melakukan pengawasan tanggap darurat pada
usaha dan/atau kegiatan terhadap
pengendalian  pencemaran air dan/atau
pengendalian pencemaran udara dan/atau
pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah
B3 berupa pemeriksaan terhadap SOP tanggap
darurat;

melakukan pengawasan tanggap darurat pada
usaha dan/atau kegiatan terhadap
pengendalian  pencemaran air dan/atau
pengendalian pencemaran udara dan/atau
pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah
B3 berupa pemeriksaan pelaksanaan clean up
akibat kejadian darurat;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air atau air laut
dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sumber-sumber pengeluaran air limbah dengan

kompleksitas sedang;
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melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air atau air laut
dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sarana pengolahan air limbah dengan
kompleksitas sedang;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air atau air laut
dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sarana pemanfaatan air limbah dengan
kompleksitas sedang;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air atau air laut
dengan melakukan pemeriksaan terhadap
neraca penggunaan air;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara dengan
melakukan pemeriksaan terhadap sumber-
sumber pencemaran udara dengan
kompleksitas sedang;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara dengan
melakukan pemeriksaan terhadap sarana
pengendalian pencemaran udara (antara lain
scrubber, electric precipitator, bag house);
melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara dengan
melakukan pemeriksaan terhadap Continuous
Emission Monitoring System (CEMS) atau hasil
analisis pemantauan emisi udara baku mutu
manual untuk melihat penaatan pada
ketentuan secara manual untuk melihat
penataan pada ketentuan baku mutu termasuk
beban emisi dengan kompleksitas sedang;
melakukan pengawasan penaatan baku emisi
sumber bergerak;

melakukan pengawasan Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan
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pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi
(leacheate);

melakukan pengawasan Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan
pemeriksaan terhadap pemanfaatan sampabh;
melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan kegiatan
penambangan dengan melakukan pemeriksaan
terhadap lubang galian tambang (kemiringan
lahan, kedalaman rasio, bukaan, jarak);
melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan lahan (Karhutla
dan/atau Gambut) dengan melakukan
pemeriksaan terhadap kegiatan pembukaan
dalam rangka penyiapan lahan;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan lahan (Karhutla
dan/atau Gambut) dengan melakukan
pemeriksaan terhadap sarana dan prasana
pengendalian  kerusakan lahan  (menara
pengawas, sedimentrap, sumber air, peringatan
dini, peralatan pemadam, sarana prasarana
pengendalian kerusakan gambut);

melakukan pengawasan penaatan bidang
keanekaragaman hayati dengan melakukan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan
resiko Produk Rekayasa Genetika (PRG) oleh
perusahaan yang telah memperoleh izin;
melakukan pengawasan penaatan bidang
keanekaragaman hayati dengan melakukan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan
dampak atau pemulihan jika terbukti terjadi
dampak merugikan terhadap lingkungan;
melakukan kegiatan pengambilan sampel
limbah dan/atau kualitas lingkungan (antara

lain air limbah, air sungai, air danau, air laut,
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emisi udara, udara ambien, tanah, B3, limbah
B3, biota) dalam rangka pengawasan;
melakukan kegiatan pengukuran parameter di
lapangan (In-Situ) dalam rangka pengawasan
dengan kompleksitas sedang;

melakukan  pertemuan penutup berupa
penyusunan berita acara pengawasan;
menatalaksanakan dan mendokumentasikan
pertemuan penutup dalam pertemuan penutup
dalam tim;

melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan
dengan kompleksitas sedang;

merumuskan rekomendasi sanksi administrasi
dalam bentuk surat sanksi administratif berupa
paksaan pemerintah;

merumuskan rekomendasi sanksi administrasi
dalam bentuk surat sanksi administratif berupa
pembekuan izin lingkungan;

melaksanakan pemberian keterangan sebagai
saksi dalam proses penyidikan dan/atau
persidangan;

melaksanakan kegiatan pengolahan data
pemantauan rutin dalam rangka penaatan
usaha dan/atau kegiatan;

melakukan kegiatan pertemuan pembahasan
laporan rutin perusahaan, sebagai peserta;
menyusun rekomendasi hasil evaluasi laporan
rutin dan/atau hasil kegiatan pertemuan
pembahasan laporan rutin;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pembuatan laporan
kejadian tindak pidana;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pemeriksaan tempat
kejadian perkara;

melaksanakan penyidikan tindak pidana

lingkungan hidup berupa surat pemberitahuan
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dimulainya penyidikan;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pemanggilan saksi-
saksi;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pemanggilan
tersangka;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pemeriksaan saksi-
saksi;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pemeriksaan
tersangka,;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa penyitaan barang
atau dokumen melalui pengadilan;
melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa permintaan bantuan
menghadirkan tersangka/saksi ke Polri;
melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pembuatan resume;
dan

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa penyerahan berkas
berita acara penyidikan ke kejaksaan melalui

Polri;

Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya, meliputi:

1.

melakukan kegiatan penyusunan dokumen
perencanaan pengawasan (Sumber Daya
Manusia; Peralatan dan bahan; Agenda; Biaya;
koordinasi dengan Pemerintah Daerah,Usaha
dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai
Penyidik Negeri Sipil, ahli);

melakukan tinjauan/kajian/analisis di bidang
lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup
dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan

kompleksitas tinggi;
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melakukan kegiatan pembuatan daftar periksa
(checklist) mengenai data dan informasi yang
ingin didapat dari pengawasan dengan
kompleksitas tinggi;

melakukan pertemuan pendahuluan dalam tim
sebagai memimpin pertemuan pendaluan;
melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) untuk kegiatan pada produksi B3 dengan
kompleksitas tinggi;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) untuk kegiatan pada peredaran B3 dengan
kompleksitas tinggi;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3) untuk kegiatan pada importasi B3;
melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada sumber-sumber limbah B3
dengan kompleksitas tinggi;

melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada empat penyimpanan limbah B3
dengan kompleksitas tinggi;

melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada pengumpulan limbah B3;
melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan
kompleksitas tinggi;

melakukan pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada dumping limbah B3;

melakukan pengawasan penaatan

pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
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kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada
land fill kelas 1;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air atau air laut
dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sumber-sumber pengeluaran air limbah dengan
kompleksitas tinggi;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air atau air laut
dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sarana  pengolahan air limbah dengan
kompleksitas tinggi;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran air atau air laut
dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sarana pemanfaatan air limbah dengan
kompleksitas tinggi;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara dengan
melakukan pemeriksaan terhadap sumber-
sumber pencemaran udara dengan
kompleksitas tinggi;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara dengan
melakukan pemeriksaan terhadap Continuous
Emission Monitoring System (CEMS) atau hasil
analisis pemantauan emisi udara baku mutu
manual untuk melihat penaatan pada
ketentuan secara manual untuk melihat
penataan pada ketentuan baku mutu termasuk
beban emisi dengan kompleksitas tinggi;
melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian pencemaran udara dengan
melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian
gas buang yang tidak melalui cerobong (fugitive

emission);
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melakukan pengawasan Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan
pemeriksaan terhadap pengolahan sampabh;
melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan kegiatan
penambangan dengan melakukan pemeriksaan
terhadap kegiatan pasca tambang;

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan lahan (Karhutla
dan/atau Gambut) dengan melakukan
pemeriksaan terhadap kesesuaian fungsi
kawasan/lahan (topografi, fungsi lindung, jenis
dan pola tanaman);

melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan lahan (Karhutla
dan/atau Gambut) dengan melakukan
pemeriksaan terhadap sifat tanah (erosi,
ketebalan solum, subsidensi gambut);
melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan
pengendalian kerusakan lahan (Karhutla
dan/atau Gambut) dengan melakukan
pemeriksaan terhadap kegiatan pemulihan
kerusakan lahan;

melakukan pengawasan penaatan bidang
keanekaragaman hayati dengan melakukan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan
resiko Produk Rekayasa Genetika (PRG) oleh
perusahaan yang telah memperoleh izin;
melakukan penghentian pelanggaran tertentu;
memimpin pertemuan penutup dalam
pertemuan penutup dalam tim;

melakukan kegiatan penyusunan laporan
pengawasan dengan kompleksitas tinggi;
melakukan kegiatan penyusunan konsep surat
sanksi administrasi berupa pencabutan izin

lingkungan;
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melaksanakan pemberian keterangan sebagai
ahli dalam ©proses penyidikan dan/atau
persidangan;

melakukan kegiatan pertemuan pembahasan
laporan rutin perusahaan, sebagai pembicara;
melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pembuatan laporan
kejadian tindak pidana;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pemeriksaan tempat
kejadian perkara;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa surat pemberitahuan
dimulainya penyidikan;

melaksanakan  penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pemanggilan saksi-
saksi;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pemanggilan
tersangka;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pemeriksaan saksi-
saksi;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa  pemeriksaan
tersangka;

melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa penyitaan barang
atau dokumen melalui pengadilan;
melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa permintaan bantuan
menghadirkan tersangka/saksi ke Polri;
melaksanakan penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup berupa pembuatan resume;
dan

melaksanakan penyidikan tindak pidana

lingkungan hidup berupa penyerahan berkas
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berita acara penyidikan ke kejaksaan melalui

Polri; dan

Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Utama, meliputi:

1.
2.

melakukan pemeriksaan ulang;

menyusun rancangan strategi kegiatan di
bidang Pengawasan dan/atau Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup tingkat Kota/
Kabupaten /Provinsi/Nasional /Internasional,
melaksanakan pengkajian/pemeriksaan
terhadap laporan pengawasan yang telah
dilaksanakan Pengawas Lingkungan Hidup;
melakukan pemetaan hasil pengawasan di
wilayah Kota/Kabupaten/Provinsi/Nasional,
menganalisis kasus pengawasan di lokasi yang
berbatasan dengan negara lain;

menganalisis kasus pengawasan ekspor impor
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
menganalisis kasus pengawasan ekspor limbah

B3 dan impor non B3.

(2) Pengawas Lingkungan yang melaksanakan kegiatan

tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

oleh instansi pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Pengawas

Lingkungan Hidup Kategori Keahlian sesuai jenjang jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai

berikut:
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Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, meliputi:

1.

10.

dokumen perencanaan pengawasan (Sumber Daya
Manusia; Peralatan dan bahan; Agenda; Biaya;
koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha
dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik
Negeri Sipil, ahli);

dokumen kegiatan prakunjungan pengawasan
(Reconaisance);

dokumen hasil analisis tinjauan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau kajian/analisis di
bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup
dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan
kompleksitas rendah;

checklist pemeriksaan alat yang sudah terkalibrasi
oleh pihak berwenang dan/atau memeriksa
kadaluarsa bahan yang akan dipergunakan dalam
pengawasan,;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) untuk kegiatan pada produksi B3
dengan kompleksitas rendah;

dokumen berita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) untuk kegiatan pada peredaran B3
dengan kompleksitas rendah;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan
kompleksitas rendah;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3
dengan kompleksitas rendah;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada alat angkut trasnportasi limbah B3;
dokumen Dberita acara pengawasan penaatan

pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
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kegiatan pada proses produksi migas dengan injeksi
limbah B3 ke perut bumi;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada land fill
kelas 3;

dokumen berita acara pengawasan tanggap darurat
pada usaha dan/atau kegiatan terhadap
pengendalian pencemaran air dan/atau
pengendalian pencemaran udara dan/atau
pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3
berupa  pemeriksaan terhadap sarana dan
prasarana,;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air
laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas
rendah;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air
laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap
kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam izin
pembuangan air limbah;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air
laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas
rendah;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air
laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan injeksi air terproduksi;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran udara
dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-
sumber pencemaran udara dengan kompleksitas

rendah;
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dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran udara
dengan melakukan pemeriksaan terhadap
Continuous Emission Monitoring System (CEMS) atau
hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu
manual untuk melihat penaatan pada ketentuan
secara manual untuk melihat penataan pada
ketentuan baku mutu termasuk beban emisi dengan
kompleksitas rendah;

dokumen berita acara pengawasan penaatan baku
emisi sumber bergerak;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan
penambangan dengan melakukan pemeriksaan
terhadap penimbunan tanah pada zona perakaran
dan tanah/batuan penutup;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan
penambangan dengan melakukan pemeriksaan
terhadap pengendalian erosi;

dokumen berita acara pengambilan sampel limbah
dan/atau kualitas lingkungan (antara lain air
limbah, air sungai, air danau, air laut, emisi udara,
udara ambien, tanah, B3, limbah B3, biota) dalam
rangka pengawasan;

dokumen berita acara pengukuran parameter di
lapangan (In-Situ) dalam rangka pengawasan dengan
kompleksitas rendah;

dokumen berita acara kegiatan pemotretan
dan/atau video antara lain terhadap kegiatan
pengambilan sampel, situasi pabrik, situasi IPAL
dengan menggunakan kamera dan/atau drone
dalam rangka pengawasan;

dokumen pembuatan gambar sketsa dalam rangka
pengawasan,;

dokumen laporan kegiatan analisis hasil

pengawasan dengan kompleksitas rendah;
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dokumen kegiatan rekomendasi hasil pengawasan
dalam bentuk konsep surat hasil pengawasan
kepada perusahaan;

dokumen konsep sanksi administrasi dalam bentuk
surat sanksi administratif berupa teguran;

dokumen sebagai saksi pemberian keterangan
sebagai saksi dalam proses penyidikan dan/atau
persidangan;

dokumen laporan kegiatan evaluasi laporan rutin
dalam rangka penaatan usaha dan/atau kegiatan;
laporan kejadian tindak pidana penyidikan tindak
pidana lingkungan hidup;

berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara
tindak pidana lingkungan hidup;

surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak
pidana lingkungan hidup;

surat pemanggilan saksi-saksi penyidikan tindak
pidana lingkungan hidup;

surat pemanggilan tersangka penyidikan tindak
pidana lingkungan hidup;

berita acara pemeriksaan saksi-saksi penyidikan
tindak pidana lingkungan hidup;

berita acara pemeriksaan tersangka penyidikan
tindak pidana lingkungan hidup;

berita acara penyitaan barang atau dokumen melalui
pengadilan penyidikan tindak pidana lingkungan
hidup;

surat permintaan bantuan menghadirkan
tersangka/saksi ke Polri penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup;

dokumen pembuatan resume penyidikan tindak
pidana lingkungan hidup; dan

dokumen berita acara penyerahan berkas berita
acara penyidikan ke kejaksaan melalui Polri

penyidikan tindak pidana lingkungan hidup;
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Pengawas Lingkungan Hidup Muda, meliputi:

1)

2)

6)

8)

9)

10)

11)

dokumen perencanaan pengawasan (sumber daya
manusia; peralatan dan bahan; agenda; biaya;
koordinasi dengan Pemerintah  Daerah,Usaha
dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik
Negeri Sipil, ahli);

dokumen prakunjungan pengawasan (reconaisance);
dokumen hasil analisis tinjauan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau kajian/analisis di
bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup
dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan
kompleksitas sedang;

checklist daftar periksa mengenai data dan informasi
yang ingin didapat dari pengawasan dengan
kompleksitas sedang;

dokumen kajian awal perubahan tutupan lahan
pada lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem
yang ada (overlay peta perubahan tutupan lahan di
lokasi pengawasan termasuk overlay hotspot);
laporan pertemuan pendahuluan dalam tim;
dokumen ringkasan pemeriksaan dokumen terkait
dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan
lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, Perizinan dan
dokumen lingkungan serta dokumen lainnya);
dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) untuk kegiatan pada sarana
transportasi B3;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) untuk kegiatan pada produksi B3
dengan kompleksitas sedang;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) untuk kegiatan pada penggunaan B3;
dokumen Dberita acara pengawasan penaatan

pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan
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13)
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15)

16)

17)

18)

19)

20)
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Beracun (B3) untuk kegiatan pada peredaran B3
kompleksitas sedang;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan
kompleksitas sedang;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3
dengan kompleksitas sedang;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan
kompleksitas sedang;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan
pada pengolahan limbah B3 dengan kompleksitas
sedang;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada kegiatan ekspor limbah B3 atau
limbah non B3;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada land fill
kelas 2;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada penguburan limbah B3;

dokumen berita acara pengawasan tanggap darurat
pada usaha dan/atau kegiatan terhadap
pengendalian pencemaran air dan/atau
pengendalian pencemaran udara dan/atau
pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3
berupa pemeriksaan terhadap SOP tanggap darurat;
dokumen berita acara pengawasan tanggap darurat
pada usaha dan/atau kegiatan terhadap

pengendalian pencemaran air dan/atau
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pengendalian pencemaran udara dan/atau
pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3
berupa pemeriksaan pelaksanaan clean up akibat
kejadian darurat;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air
laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sumber-sumber pengeluaran air limbah dengan
kompleksitas sedang;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air
laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas
sedang;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air
laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas
sedang;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air
laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap
neraca penggunaan air;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran udara
dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-
sumber pencemaran udara dengan kompleksitas
sedang;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran udara
dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana
pengendalian pencemaran udara (antara lain
scrubber, electric precipitator, bag house);

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran udara
dengan melakukan pemeriksaan terhadap

Continuous Emission Monitoring System (CEMS) atau
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hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu
manual untuk melihat penaatan pada ketentuan
secara manual untuk melihat penataan pada
ketentuan baku mutu termasuk beban emisi dengan
kompleksitas sedang;

dokumen berita acara pengawasan penaatan baku
emisi sumber bergerak;

dokumen  berita acara pengawasan Tempat
Pemrosesan  Akhir (TPA) dan/atau  Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan
melakukan pemeriksaan terhadap pengolahan air
lindi (leacheate);

dokumen  berita acara pengawasan Tempat
Pemrosesan  Akhir (TPA) dan/atau  Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan
melakukan pemeriksaan terhadap pemanfaatan
sampabh;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan
penambangan dengan melakukan pemeriksaan
terhadap lubang galian tambang (kemiringan lahan,
kedalaman rasio, bukaan, jarak);

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan  pengendalian  kerusakan  lahan
(Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan
pemeriksaan terhadap kegiatan pembukaan dalam
rangka penyiapan lahan;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan  pengendalian  kerusakan  lahan
(Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan
pemeriksaan terhadap sarana dan prasana
pengendalian kerusakan lahan (menara pengawas,
sedimentrap, sumber air, peringatan dini, peralatan
pemadam, sarana prasarana pengendalian
kerusakan gambut);

dokumen berita acara pengawasan penaatan bidang

keanekaragaman hayati dengan melakukan
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pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan
resiko Produk Rekayasa Genetika (PRG) oleh
perusahaan yang telah memperoleh izin;

dokumen berita acara pengawasan penaatan bidang
keanekaragaman hayati dengan melakukan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan
dampak atau pemulihan jika terbukti terjadi
dampak merugikan terhadap lingkungan;

dokumen berita acara kegiatan pengambilan sampel
limbah dan/atau kualitas lingkungan (antara lain air
limbah, air sungai, air danau, air laut, emisi udara,
udara ambien, tanah, B3, limbah B3, biota) dalam
rangka pengawasan;

dokumen berita acara pengukuran parameter di
lapangan (In-Situ) dalam rangka pengawasan dengan
kompleksitas sedang;

dokumen berita acara pertemuan penutup berupa
penyusunan berita acara pengawasan;

laporan pertemuan penutup dalam tim;

dokumen kegiatan analisis hasil pengawasan dengan
kompleksitas sedang;

dokumen konsep dalam bentuk surat sanksi
administratif berupa paksaan pemerintah;

dokumen konsep dalam bentuk surat sanksi
administratif berupa pembekuan izin lingkungan;
dokumen sebagai saksi pemberian keterangan
sebagai saksi dalam proses penyidikan dan/atau
persidangan;

dokumen pengolahan data pemantauan rutin dalam
rangka penaatan usaha dan/atau kegiatan;

laporan pertemuan pembahasan laporan rutin
perusahaan, sebagai peserta;

dokumen laporan rekomendasi hasil evaluasi
laporan rutin dan/atau hasil kegiatan pertemuan
pembahasan laporan rutin;

laporan kejadian tindak pidana penyidikan tindak
pidana lingkungan hidup;
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berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara
tindak pidana lingkungan hidup;

surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak
pidana lingkungan hidup;

surat pemanggilan saksi-saksi penyidikan tindak
pidana lingkungan hidup;

surat pemanggilan tersangka penyidikan tindak
pidana lingkungan hidup;

berita acara pemeriksaan saksi-saksi penyidikan
tindak pidana lingkungan hidup;

berita acara pemeriksaan tersangka penyidikan
tindak pidana lingkungan hidup;

berita acara penyitaan barang atau dokumen melalui
pengadilan penyidikan tindak pidana lingkungan
hidup;

surat permintaan bantuan menghadirkan
tersangka/saksi ke Polri penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup;

dokumen pembuatan resume penyidikan tindak
pidana lingkungan hidup; dan

dokumen berita acara penyerahan berkas berita
acara penyidikan ke kejaksaan melalui Polri

penyidikan tindak pidana lingkungan hidup;

Pengawas Lingkungan Hidup Madya, meliputi:

1)

dokumen penyusunan perencanaan pengawasan
(Sumber Daya Manusia; Peralatan dan bahan;
Agenda; Biaya; koordinasi dengan Pemerintah
Daerah, Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium,
Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli);

dokumen hasil analisis tinjauan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau kajian/analisis di
bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup
dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan
kompleksitas tinggi;

checklist daftar periksa (checklist) mengenai data dan
informasi yang ingin didapat dari pengawasan

dengan kompleksitas tinggi;
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laporan pertemuan pendahuluan dalam tim;
dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) untuk kegiatan pada produksi B3
dengan kompleksitas tinggi;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) untuk kegiatan pada peredaran B3
dengan kompleksitas tinggi;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) untuk kegiatan pada importasi B3;
dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan
kompleksitas tinggi;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada empat penyimpanan limbah B3
dengan kompleksitas tinggi;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada pengumpulan limbah B3;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan
kompleksitas tinggi;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada pengolahan limbah B3 dengan
kompleksitas tinggi;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk
kegiatan pada dumping limbah B3;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk

kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada land fill
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16)
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kelas 1;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air
laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sumber-sumber pengeluaran air limbah dengan
kompleksitas tinggi;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air
laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas
tinggi;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air
laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap
sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas
tinggi;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran udara
dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-
sumber pencemaran udara dengan kompleksitas
tinggi;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran udara
dengan melakukan pemeriksaan terhadap
Continuous Emission Monitoring System (CEMS) atau
hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu
manual untuk melihat penaatan pada ketentuan
secara manual untuk melihat penataan pada
ketentuan baku mutu termasuk beban emisi dengan
kompleksitas tinggi;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian pencemaran udara
dengan melakukan pemeriksaan terhadap
pengendalian gas buang yang tidak melalui cerobong
(fugitive emission);

dokumen berita acarapengawasan Tempat

Pemrosesan  Akhir (TPA) dan/atau  Tempat
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Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan
melakukan pemeriksaan terhadap pengolahan
sampah;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan
penambangan dengan melakukan pemeriksaan
terhadap kegiatan pasca tambang;

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan  pengendalian  kerusakan  lahan
(Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan
pemeriksaan terhadap kesesuaian fungsi
kawasan/lahan (topografi, fungsi lindung, jenis dan
pola tanaman);

dokumen  Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan  pengendalian  kerusakan  lahan
(Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan
pemeriksaan terhadap sifat tanah (erosi, ketebalan
solum, subsidensi gambut);

dokumen Dberita acara pengawasan penaatan
pelaksanaan  pengendalian  kerusakan  lahan
(Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan
pemeriksaan terhadap kegiatan pemulihan
kerusakan lahan;

dokumen berita acara pengawasan penaatan bidang
keanekaragaman hayati dengan melakukan
pemeriksaan  terhadappelaksanaan  pengelolaan
resiko Produk Rekayasa Genetika (PRG) oleh
perusahaan yang telah memperoleh izin;

dokumen berita acara penghentian pelanggaran
tertentu;

laporan pertemuan penutup dalam tim;

dokumen kegiatan analisis hasil pengawasan dengan
kompleksitas tinggi;

dokumen konsep dalam bentuk surat sanksi
administratif berupa pencabutan izin lingkungan;
dokumen pemberian keterangan sebagai ahli dalam

proses penyidikan dan/atau persidangan;
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laporan kegiatan pertemuan pembahasan laporan
rutin perusahaan, sebagai pembicara;

laporan kejadian tindak pidana penyidikan tindak
pidana lingkungan hidup;

berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara
tindak pidana lingkungan hidup;

surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak
pidana lingkungan hidup;

surat pemanggilan saksi-saksi penyidikan tindak
pidana lingkungan hidup;

surat pemanggilan tersangka penyidikan tindak
pidana lingkungan hidup;

berita acara pemeriksaan saksi-saksi penyidikan
tindak pidana lingkungan hidup;

berita acara pemeriksaan tersangka penyidikan
tindak pidana lingkungan hidup;

berita acara penyitaan barang atau dokumen melalui
pengadilan penyidikan tindak pidana lingkungan
hidup;

surat permintaan bantuan menghadirkan
tersangka/saksi ke Polri penyidikan tindak pidana
lingkungan hidup;

dokumen pembuatan resume penyidikan tindak
pidana lingkungan hidup; dan

dokumen berita acara penyerahan berkas berita
acara penyidikan ke kejaksaan melalui Polri

penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; dan

Pengawas Lingkungan Hidup Utama, meliputi:

1)
2)

laporan pemeriksaan ulang;

hasil kajian terhadap laporan pengawasan
lingkungan hidup rancangan strategi kegiatan di
bidang Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup tingkat Kota/
Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional,
rancangan strategi pengkajian/pemeriksaan
terhadap laporan  pengawasan yang  telah

dilaksanakan Pengawas Lingkungan Hidup;
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4) pemetaan hasil pengawasan di wilayah
Kota/Kabupaten /Provinsi/Nasional,

5) hasil kajian kasus pengawasan di lokasi yang
berbatasan dengan negara lain;

6) hasil kajian kasus pengawasan ekspor impor Bahan
Berbahaya Dan Beracun (B3); dan

7) hasil kajian kasus pengawasan ekspor limbah B3

dan impor non B3.

Pasal 10
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pengawas Lingkungan
Hidup yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1), Pengawas Lingkungan Hidup yang berada satu
tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya
dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan

secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas
Pengawas Lingkungan Hidup yang berada satu tingkat di
atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit
setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; dan

b. Pengawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas
Pengawas Lingkungan Hidup yang berada 1 (satu) tingkat
di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang
diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka
Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12
Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yaitu

pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup dapat dilakukan melalui:
1. pengangkatan pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain; dan

3. promosi.

Pasal 14
Pengangkatan dalam  Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 15
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup melalui pengangkatan pertama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1, harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Dberstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV

(Diploma-Empat) ilmu alam;
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e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh instansi
pembina; dan

f.  nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan

Hidup dari calon PNS.

Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah

diangkat sebagai PNS, dan telah mengikuti dan lulus uji

kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional

Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti

dan lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan
fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan pendidikan
dan pelatihan teknis lingkungan hidup.

Pengawas Lingkungan Hidup yang belum mengikuti

dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.

Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dinilai

dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 16
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup melalui perpindahan dari jabatan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 2,
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dberstatus PNS;
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b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. Dberijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-IV
(Diploma-Empat) ilmu alam atau kualifikasi
pendidikan lain yang relevan yang ditentukan oleh
instansi pembina;

e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh instansi
pembina;

f. memiliki pengalaman di bidang Pengawasan
dan/atau Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
paling sedikit 2 (dua) tahun;

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

h. Dberusia paling tinggi:

1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup Ahli Pertama dan Jabatan
Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli
Muda;

2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup Ahli Madya; dan

3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan
menduduki Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup Ahli Utama bagi PNS yang
telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;

Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan

Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan

fungsional yang akan diduduki.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang

dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai
dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3

(tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus
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diklat fungsional pembentukan Pengawas Lingkungan
Hidup.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikecualikan bagi PNS yang telah memiliki pendidikan
dan pelatihan di bidang Pengawasan dan/atau
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan
pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup
diberhentikan dari jabatannya.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai
dan ditetapkan dari tugas  jabatan dengan
mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang Pengawasan dan/atau Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup.

Pasal 17

Pengawas Lingkungan Hidup yang menduduki jenjang

Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Utama dapat diangkat

dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama lain melalui

perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. Dberijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang
dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Ahli Utama
yang akan diduduki;

e. mengikuti dan lulus wuji kompetensi teknis,
kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai dengan standar kompetensi yang
telah disusun oleh Instansi Pembina Jabatan
Fungsional yang akan diduduksi;

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang jabatan fungsional yang akan diduduki
paling kurang 2 (dua) tahun;

g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir; dan
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h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan
lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang

akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Lingkungan Hidup melalui Promosi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 angka 3 dilaksanakan dalam

hal:

a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup; atau

b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup satu tingkat lebih tinggi dalam
satu kategori Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Lingkungan Hidup melalui promosi, harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh instansi
pembina;

b. memiliki sertifikat Pengawasan dan/atau Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup;

c. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

d. memiliki rekam jejak yang baik;

e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan
profesi PNS; dan

f.  tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas

Lingkungan Hidup melalui promosi harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan
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Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang akan
diduduki.

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup melalui promosi
dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup melalui promosi dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 19
Setiap PNS yang diangkat menjadi Pengawas Lingkungan
Hidup wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut
agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha
Esa.
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Penilaian kinerja Pengawas Lingkungan Hidup bertujuan
untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan
sistem prestasi dan sistem karier.

Penilaian kinerja Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu
dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan
target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta
perilaku PNS.

Penilaian kinerja Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan
secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan

transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-
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undangan.

Pasal 21
Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
meliputi:
a. SKP; dan
b. Perilaku Kerja.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 22
Pada awal tahun, Pengawas Lingkungan Hidup wajib
menyusun SKP.
SKP merupakan target kinerja Pengawas Lingkungan
Hidup berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang
bersangkutan.
SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari

penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 23

Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka
Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas
tambahan.

Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan wunit kerja berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
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Pasal 24
Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk
penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung
Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hasil penilaian SKP Pengawas Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai

capaian SKP.

Paragraf Kedua
Target Angka Kredit

Pasal 25
Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (2) bagi Pengawas Lingkungan setiap tahun
ditetapkan paling kurang:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengawas
Lingkungan Hidup Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk Pengawas Lingkungan
Hidup Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengawas
Lingkungan Hidup Ahli Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk Pengawas Lingkungan Hidup
Ahli Utama.
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, tidak berlaku bagi Pengawas Lingkungan Hidup
Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam
jenjang jabatan yang didudukinya.
Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pengawas Lingkungan Hidup wajib memperoleh
Hasil Kerja Minimal untuk setiap Periode.
Ketentuan mengenai Penghitungan Target Angka Kredit
dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Instansi

Pembina.
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Paragraf Ketiga

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 26
Pengawas Lingkungan Hidup yang telah memenuhi
syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih
tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang
jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib
memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Pengawas Lingkungan Hidup
Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Pengawas Lingkungan Hidup
Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk Pengawas Lingkungan Hidup
Ahli Madya.
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Utama yang
menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap
tahun sejak menduduki pangkatnya wajib
mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka
Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 27

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja

dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan

dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

=1 2019, No.1437

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

Capaian SKP Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) disampaikan kepada
Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian
Angka Kredit.

Capaian Angka Kredit Pengawas Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling
tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka
Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dan Pasal 26.

Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang
dipersyaratkan  untuk kenaikan  pangkat/jabatan,
capaian Angka Kredit Pengawas Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada
pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka
Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih
tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,
Pengawas Lingkungan Hidup mendokumentasikan hasil
kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan
setiap tahunnya.

Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat
meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik

hasil kerja Pengawas Lingkungan Hidup.
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Hasil penilaian dan PAK Pengawas Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat
(3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

penilaian kinerja Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul PAK Pengawas Lingkungan Hidup diajukan oleh:

a.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi kesekretariatan pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Angka Kredit
bagi Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Utama di
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau
yang membidangi kesekretariatan pada Instansi
Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk Angka Kredit bagi Pengawas
Lingkungan Hidup Ahli Madya di lingkungan Instansi
Pemerintah;

Paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau
yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada
unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup untuk angka kredit bagi Pengawas
Lingkungan Hidup Ahli Pertama dan Ahli Muda di
lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan; dan
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Paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup pada
Instansi Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi
Pemerintah untuk angka kredit bagi Pengawas

Lingkungan Hidup Ahli Pertama.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit

yaitu:

a.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
kesekretariatan pada Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan untuk Angka Kredit bagi Pengawas
Lingkungan Hidup Ahli Utama di lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
bagi Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya di
lingkungan Instansi Pemerintah;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya yang membidangi Pengawasan dan/atau
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup untuk Pengawas
Lingkungan Hidup Ahli Pertama dan Ahli Muda di
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan; dan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
Kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Angka
Kredit Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama dan

Ahli Muda di Instansi Pemerintah.
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Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:

a.

mengevaluasi keselarasan hasil penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan
ayat (3);

memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian tugas jabatan;

memberikan  rekomendasi  kenaikan  pangkat
dan/atau jenjang jabatan;

memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan;

memberikan pertimbangan penilaian SKP;
memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,
pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan
dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pengawas

Lingkungan Hidup dalam pendidikan dan pelatihan.

Tim Penilai Pengawas Lingkungan Hidup terdiri atas:

a.

Tim Penilai Pusat bagi:

1) Pejabat Pimpinan Tingi Madya  yang
membidangi kesekretariatan pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
Angka Kredit bagi Pengawas Lingkungan Hidup
Ahli Utama di lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi Pengawasan dan/atau Penegakan
Hukum  Lingkungan Hidup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

Angka Kredit bagi Pengawas Lingkungan Hidup
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Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;

dan
b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi kesekretariatan pada
Instansi Pemerintah untuk angka kredit bagi
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama dan Ahli

Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 33

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri

atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang

membidangi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan

Hidup, unsur kepegawaian, dan Pengawas Lingkungan

Hidup.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus berjumlah ganjil.

Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau

Pengawas Lingkungan Hidup Madya;

Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.

Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pengawas

Lingkungan Hidup.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan/pangkat Pengawas Lingkungan
Hidup yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
Angka Kredit Pengawas Lingkungan Hidup; dan

c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pengawas

Lingkungan Hidup.
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Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari
Pengawas Lingkungan Hidup, anggota Tim Penilai dapat
diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk
menilai hasil kerja Pengawas Lingkungan Hidup.
Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai
ditetapkan oleh:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
kesekretariatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
yang membidangi Pengawasan dan/atau Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Tim
Penilai Pusat; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup pada Instansi Pemerintah untuk
Tim Penilai Unit Kerja.

Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim

Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh

Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau

instansi pembina.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup diatur lebih

lanjut oleh instansi pembina.

(1)

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 35
Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila
capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit

Kumulatif yang dipersyaratkan.
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Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit
pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal
pada setiap periode.

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi

untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan

Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, untuk:

a. Pengawas Lingkungan Hidup dengan pendidikan S-1
(Strata-Satu) atau D-IV (Diploma-Empat) tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b. Pengawas Lingkungan Hidup dengan pendidikan S-2
(Strata-Dua) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

c. Pengawas Lingkungan Hidup dengan pendidikan S-3
(Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 36

Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana

dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), Pengawas Lingkungan

Hidup dapat melaksanakan kegiatan penunjang,

meliputi:

a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup;

b. keanggotaan dalam Tim Penilai;

c. perolehan penghargaan/tanda jasa;

d. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
atau

e. perolehan gelar/ijazah lain.

Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi
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20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 37
Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup satu tingkat lebih tinggi wajib
memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat
dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum
dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan
kebutuhan jabatan.
Selain memenuhi syarat kinerja, Pengawas Lingkungan
Hidup yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih
tinggi harus mengikuti dan lulus wuji kompetensi,
memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan
lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau
persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

Pasal 38
Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pengawas Lingkungan
Hidup dapat melaksanakan kegiatan pengembangan

profesi.
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Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang
Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup;

b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang
Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup;

c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah
di bidang Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup;

d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang
Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup;

e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang
Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup; atau

f.  kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina
di bidang Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup.

Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Bagi Pengawas Lingkungan Hidup yang akan naik ke

jenjang jabatan Ahli Madya, dan Ahli Utama, Pengawas

Lingkungan Hidup wajib melaksanakan kegiatan

pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengawas

Lingkungan Hidup, dengan Angka Kredit pengembangan

profesi yang disyaratkan sebagai berikut:

a. 6 (enam) bagi Pengawas Lingkungan Hidup Ahli
Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi
menjadi Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya.

b. 12 (dua belas) bagi Pengawas Lingkungan Hidup Ahli
Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi

menjadi Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Utama.
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Pasal 39
(1) Pengawas Lingkungan Hidup yang secara bersama-sama
membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang

Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh
persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh
persen) bagi penulis pembantu,;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25%
(dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka
pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh
persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%
(dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan
penulis utama dan penulis pembantu maka
pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi
yang sama untuk setiap penulis.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 40
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang
jabatan bagi Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41
Pengawas Lingkungan Hidup yang memiliki Angka Kredit
melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut
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dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya

dalam satu jenjang.

Pasal 42
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak
tercapai, Pengawas Lingkungan Hidup tidak diberikan

kenaikan pangkat/jabatan.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 43
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Pengawas Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan

beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:

a. beragamnya potensi pencemaran (air, udara, bahan
berbahaya beracun (B3) dan limbah bahan
berbahaya beracun (LB3) dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang akan terjadi;

b. jumlah usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi
mencemari dan merusak lingkungan hidup; dan

c. jumlah izin lingkungan yang diterbitkan.

(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi

pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
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BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi

Pasal 44
PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup harus memenuhi standar kompetensi
sesuai dengan jenjang jabatan.
Kompetensi Pengawas Lingkungan Hidup meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

instansi pembina.

Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi

Pasal 45
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
Pengawas Lingkungan Hidup wajib diikutsertakan
pelatihan.
Pelatihan yang diberikan bagi Pengawas Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian
kinerja.
Pelatihan yang diberikan kepada Pengawas Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain
dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis bidang Pengawasan dan/atau

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Pengawas Lingkungan Hidup dapat mengembangkan
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kompetensinya melalui program pengembangan

kompetensi lainnya.

Program  pengembangan kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai
Pengawas Lingkungan Hidup (maintain
performance)/Penyegaran Pengawas Lingkungan
Hidup;

b. seminar;

c. lokakarya (workshop);

d. konferensi;

e. studi banding.

Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan

kompetensi serta pedoman penyusunan analisis

kebutuhan pelatihan Pengawas Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

lebih lanjut oleh instansi pembina.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 46
Pengawas Lingkungan Hidup diberhentikan dari
jabatannya apabila:
mengundurkan diri dari Jabatan;

a
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

o

menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

o

menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,
dan Jabatan Pelaksana;

f.  tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki

alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan

tugas Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
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Pengawas Lingkungan Hidup yang diberhentikan karena

alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai

dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia
kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan

Hidup.

Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional

Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka

Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan

Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang

Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup selama diberhentikan.

Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan

dalam hal:

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan
Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; atau

b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan

Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 47

Pengawas Lingkungan Hidup yang diberhentikan karena

ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

46 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai

dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1

tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang

didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi

apabila tersedia kebutuhan.

(1)

Pasal 48
Terhadap Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf f
dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari
Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan

pemberhentiannya.
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(2) Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya
tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional

Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 49
Pemberhentian  dari Jabatan  Fungsional  Pengawas
Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 50
Instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan

Hidup yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 51
(1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan
Fungsional = Pengawas  Lingkungan  Hidup yang
bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar
kualitas dan profesionalitas jabatan.
(2) Instansi pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup;
b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup;
c. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup;
d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman
penilaian kualitas hasil kerja Pengawas Lingkungan
Hidup;
e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya
Ilmiah di bidang Pengawasan dan/atau Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup;
f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional

Pengawas Lingkungan Hidup;
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g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup;

h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan
Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;

i.  menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan
Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;

j- menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup;

k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup;

l.  mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;

m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup;

n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;

o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik
profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup;

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan
mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Lembaga Administrasi Negara;

q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup di
seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan
Jabatan tersebut; dan

r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna
dalam rangka pembinaan karier @ Pengawas
Lingkungan Hidup.

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup setelah
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mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.

Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf 1, huruf
m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan
hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup secara berkala sesuai
dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada
Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap
tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p
kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji
kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i

diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XIV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 52
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup wajib
memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
Setiap Pengawas Lingkungan Hidup wajib menjadi
anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup.
Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) difasilitasi oleh instansi pembina.
Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas

Lingkungan Hidup mempunyai tugas:
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a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan
oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup setelah mendapat persetujuan dari

pimpinan instansi pembina.

Pasal 53

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan
organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup bersifat koordinatif dan fasilitatif
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja instansi
pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional
Pengawas Lingkungan Hidup diatur lebih lanjut oleh
instansi  pembina, sesuai ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Keputusan pembebasan sementara Pengawas
Lingkungan Hidup karena tidak dapat mengumpulkan
Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39
Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, dinyatakan
tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat

kembali dalam  Jabatan Fungsional Pengawas
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Lingkungan Hidup.

(2) Keputusan pembebasan sementara bagi Pengawas
Lingkungan Hidup yang disebabkan karena:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
berupa penurunan pangkat;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Pengawas
Lingkungan Hidup;

d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk
persalinan keempat dan seterusnya,;

e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang

dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan

Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.

(3) Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud
ayat (2) dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan
terakhirnya apabila yang bersangkutan telah selesai
masa pembebasan sementaranya, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55
Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional

Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.

Pasal 56
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,
Pengawas Lingkungan Hidup dapat dipindahkan ke dalam
jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.
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Pasal 57
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian
kinerja organisasi, Pengawas Lingkungan Hidup dilarang
rangkap Jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.

Pasal 58
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak
dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59
Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima)

tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 60
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun
2011 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan
Hidup dan Angka Kreditnya, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan

Peraturan Menteri ini.

Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup diatur dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan

kewenangan masing-masing.
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Pasal 62
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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FERATURAN MENTERI FENDATASTNAAN APARATUR NEGARA
DiN REFORMASI BIRCKRAS] REPUELIK INDONE 814

NOMOR 22 Tahun 2019

TENTANG JABATAN FUNGEIONAL FENGAWAS LINGRKUNGAN HID

EINCIAN KESIATAN JABATAN FUNGEIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

NO INSTE 8UEB UN2TE BUTIR KEGIATAN HASIL KER.JA }?_ES[I;A;[ PELAKS ANA TIGAS
1 2 3 4 5 B 7
I |Fe i 1. [Melalaikan kegiatan pemyusunan rencana Doluamen Perencanaan 0p4 Ahli Fertama
Langzun: linglamgan hidu engawmsan [Sumber Manusia; Peralatan & -

s eme ® - ﬁgend[sa, Bm,DS:nimm dengan o08 Abli Buda
Pemerintah Dasrah, Tsaha danfatau Kegiatan 2,11 Ahl Madyra
laboratoriuem , Fegawai Penyidik Negeri 2ipil, ahli]

2. [Melaloakan kegiatan pralaanjungan pengawasan Dolumen Pralamjungan 003 Ahli Pertama
[Reconaisance] Pengawasan 007 ARl Muda
3. [Melakoalon finjavan, kajian fanalisic di bidang
linglungan hidup/ kasus ingkungan hidup
dany atan pengaduan ingkungan hidup dengan:
a. (kompleksitas rendah Doloamen Hasl Analicic 204 Ahli Pertama
b. [lompleksitas sedang Dokumen Hasll Analisiz 00T £ihli Muda
. [kompleksitas inggi Doloamen Hasl Analisis 0,14 Akl Madya
4. [Melaloakan kegiatan pemeriksaan alat yang sudah | Checklist Pemerksaan filat 003 Akl Pertama
terkalbrasi dleh pihak berwenang dan fatau
memerilea kadaluarsa bahan yang akan
dipergunakan dalam pengawasan
5. [Melaloakan Legiatan permb uatan daftar periksa
[chech Esg) mengenai data dan informasl yang ingin
didapat dari pengammasan dengan ©
a. (lompleksitas sedang Checllist Daftar Ferileea o0 £ihli Muda
b. [lompleksitas tinggi Checklist Daftar Ferileea o0e #hli Madya
5. [Melalaakan Lkajian awal perubahan tutupan lahan Dokumen Kajian Q06 Ahli Muda
pada lokasi kegiatan pengawacsan dan ekosiztem
rang ada [overiay peta perubahan tubapan lahan di
lokasi pengawasan termasuk crerlay hoispod]
. [Pelaksanaan pengawasan 1. |Melaloakan pertemuan pendahuluan dalam tim
lingkungan hidup a |memimpin pertemian pendahulian Laporan Fertemuan 008 Al Madya
Pendahuluan
b talakzanaloan dan mendak tasikan Lagporan Pertemuan 005 bl Muda
pertemuan pendahuluan Pendahuluan
T [Melakoilon pemerikeaan dokmen terkait dengan Doloumen Fingkasan 006 Ahli Mada
ke wmjiban perusabaan dalam pengelolaan
linglungan [AMDAL, UKL, UFL, Perizinan dan
dokumen lingkungan serta doloumen lainnya)
3. [Melaloilan peng tan pelal
pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3]
hantuk kegiatan pada
A (sarana transportasi B3 Doloumen Berita fieara 005 fihli Muda
b. [produks B3 dengan :
1) [kompleksitas rendah Doloumen Berita fAcara 003 AhL Pertama
3| |kompleksitas sedang Doloumen Berita Acara o0 Ahli Muda
3] [kompleksitas inggi Dolinnen Berita ficara 0,10 AhL Madya
= |penzzunaan B3 Dokumen Berita ficara 006 AT Muda
A |peredaran B3 dengan ©
1] |komplelesitas rendah Dokumen Berita fcara D03 Ahli Pertama
3 [kompleksitas sedang Doloumen Berita feara o0 £ihli Muda
3| [kompleksitas inggi Doloumen Berita fieara o0e #hli Madya
. [importasi B3 Doloumen Berita fAcara o,11 Ahl Madya
4. [Melaloikan peng tan pelak
pengelolasn limb ah B3 untuk kegiatan pada :
a. [sumber - sumber limbah B3 dengan :
1] |komplelesitas rendadky Dolkumen Berita Acara D03 Akl Fertama
3] [kompleksitas sedang Dolonsen Berita fcara 006 Ali Mada
3] [kompleksitas tinggi Dokumen Berita ficara 009 hL Madya
b. |[tempat penyimpanan limbah B3 dengan
1] |komplelesitas rendah Dokumen Berita fcara D03 Ahli Pertama
2 [kompleksitas sedang Doloumen Berita feara Q06 £ihli Muda
3] [kompleksitas inggi Doloumen Berita fAcara o0e Ahl Madya
. [alat angloat [ransportasi] Limbah B3 Doloumen Berita Acara o003 AhL Pertama
d. |pengumpulan lmbah B3 Dolinnen Berita ficara 008 AhL Madya
= |peraanfaatan limbah B3 dengan :
1) [knmpleksitas sedang Dolumen Berita ficara 006 Ahli Muda
3 |1mmplekslbas tinggi Dokumen Berita fcara 2,10 Ahli Madya
{. [pengolahan imbah B3 dengan
1) |1mmpleksnxs sedang Doloumen Berita fieara o0 fihli Muda
] |1mmpleks|tas Hnggi Dolounen Berita ficara o0g Akl Madya
g. |champing Lmbah B3 Doloumen Berita fAcara 0,13 Ahl Madya
h. [kegiatan elespor limbah B3 atau liabah non B3 Dolkumen Berita Acara o7 Ahli Muda
1. |proses produke migas dengan injeks lmbah Dokumen Berita ficara 004 Ahli Fertama
B3 ke perutbumi
7. |penimbunan hmbak B3 pada :
1) | lewed £l keslas 1 Dokumen Berita Acara 010 Ahli Madya
3 | laread fFill kelas 2 Dokumen Berita fcara 00T Ahli Muda
3| | ol Fill kelas 5 Dokumen Berita fcara D03 Ahli Pertama
k. |penguburan limbah B3 Doloumen Berita feara o0 £ihli Muda
5. [Melakoakan peng tanggap danrat pada
uzaha dan fatau kegiatan terhadap pengendalian
pencemaran air dan/atau pengendalian
b; udara dan fatau pengelolaan B3
dan, atau pengelolaan limbah B3 berupa :
a. [pemeriksaan terhadap 80P tanggap dararat Dolounen Berita ficara Q06 Ahli Muda
b. [pemeriksaan terhadap sarmana dany Doloumen Berita fAcara 003 AhL Pertama
. [pemeriksaan pelaksanaan elean wp akbat Doloumen Berita Acara o0 Ahli Muda
lejadian dararat
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Penguloaran

N UNSUE 2UB UNSUE BUTIE EEGIATAN HAZIL KER.JA }?_g]?gp[ PELAKSANA TUGAS
1 2 3 4 5 =] 7
B. |Melalaakan lak
pengendalian pencemaran air atau air laut dengan
melaloalan pemeriksaan terhadap
a. [sumber - sumber pengeluaran air limbah
1
1] [kompleksitas sedang Dolounen Berita ficara Q06 Ahli Muda
3] [kompleksitas inggi Dolinnen Berita ficara 007 AhL Madya
b. |Farana pengolahan air limbah dengan :
1] [kompleksitas rendah Dolounen Berita ficara 003 AhL Pertama
3] [kompleksitas s=dang Dolinnen Berita ficara 006 Fnli Madla
3 |lompleksitas inggi Dokumen Berita fcara 2,10 Ahli Madya
. [kewmjiban - kewmjiban yang tersantum dalam Dolounen Berita ficara 003 AhL Pertama
izin pemb uangan air imbah
d. |sarana pemanfaatan air limbah dengan
1] |komplelesitas rendadky Dolkumen Berita Acara D03 Akl Fertama
3 |lompleksitas sedang Dokumen Berita fcara D06 Ahli Muda
3| [kompleksitas inggi Dolounen Berita ficara o0e Akl Madya
. |neraca pengzunaan air Dolonsen Berita fcara 006 Ali Mada
f. [pelaksanaan injeksl air terprodukesi Dokumen Berita fcara D03 Ahli Pertama
7. [Melaboakan peng tan pelak
dalian udara dengan
melakoilan pemeriksaan tevhadap :
a. (sumber - sumber pencemaran udara dengan :
1) [kompleksitas rendah Doloumen Berita fAcara 003 AhL Pertama
3] [kompleksitas s=dang Dokumen Berita ficara 006 AT Muda
3| [kompleksitas tinggi Doloumen Berita feara o0e Ahl Madya
b. [sarana pengendalian pencemaran udam |antara [  Dokumen Berita Acara o0k Ahli Muda
lain scrbber, electic precipiin®r, bag fiouse]
. [Confacus Brmission Mondoring System [CEMS)
atau hasil analizis pemantauan emisi udara
baleu: mut manual untuk melihat penaatan
pada ketentuan secara manual untuk melihat
penataan pada ketentuan balo muta termasule
beban smisi dengan ©
1] |komplelesitas rendadky Dolkumen Berita Acara D03 Akl Fertama
3] [kompleksitas s=dang Dokumen Berita ficara 006 AT Muda
3 |lompleksitas inggi Dokumen Berita fcara 009 Ahli Madya
d. |penzendalian gas buang yang tdak melahd Dokumen Berita fcara Q0B Ahli Madya
cerchong [fugnfive emission)
2. |Melaloakan peng tan balas emisi Dolaamen Berita ficara Rk ] Ahli Pertama
zumber bergermal 006 ARl Muda
9. [Melakulan penzammsan Tempat Femrosesan Akhir
[TPA) dan/ atau Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu [TF2T] dengan melaloalan pemeriksaan
pengolahan air lindi [leaeheats] Dokumen Berita Acara =)o) Ahli Muda
b. |pemanfaatan sampah Dokumen Berita fcara D05 Ahli Muda
. [pengolahan sampah Doloumen Berita feara o0e Ahl Madya
10, [Melakoalan 1k
penzendalian kerusakan kegiatan penambangan
dengan melakoukan pemeriksaan terhadap :
a. [penimbunan tanah pada sona perakaran dan Dokumen Berita fcara 003 Ahli Fertama
tanah/hatian penutbup
b. [bang galian tambang kemiringan lahan, Dokumen Berita fcara 00T Ahli Muda
Ledalaman rasio, bukaan, jark)
= |penzendalian ermsi Dokumen Berita ficara 003 Ahli Fertama
d. |kegiatan pasca tambang Dokumen Berita fcara 2,10 Ahli Madya
11. [Melalokan lal
pengendalian kerusakan lahan [Harhutla dan/ atau
(Crambut] dengan melakuikan pemeriksaan
a. (kegiatan pembulaan dalam rangka penyiapan Doloumen Berita feara o0 £ihli Muda
lahan
b. |kesesuaian fungsi kawasan flahan [topografl, Doloumen Berita fieara o0e #hli Madya
fungsi lindung, jenis dan pola tanaman)
. (sifat tanah [erosl, ketebalan solum, subsidens, Doloumen Berita feara 0,10 Ahl Madya
gambut]
d. |Farana dan prasana pengendalian kerusakan Dokumen Berita fcara D06 Ahli Muda
lahan [menars pengawas, sedimentrap, sumber
air, peringatan dini, peralatan pemadam, sarana
prasarana pengendalian kerzakan gambut]
e. (kegiatan pemuliban kerusalan lahan Doloumen Berita feara o0e Ahl Madya
12, [Melaloikan bidang
leanskarazaman hayati dengan melalakan
pemeriksaan terhadap
a. [pelaksanaan pengelolaan resiko Produk Dolamen Berita Acara G086 fihli Muda
Rekayasa Genetika [PRG) cleh perusabaan yang 559 ARE Madya
telah memperoleh imn
b. [pelaksanaan pengelalaan dampal atau Doloumen Berita fAcara O08 Ahli Muda
pemulihan jila terbukt terjadi dampalk
mergikan terhadap lingloangan
13. [Melaloikan kegiatan bilan sampel limbah Dolumen Berita Acara Rk ] Ahli Fertama
dan/atau kualitas linglaingan fantara lain air 505 L Mada
limbah, air sungai, air danaw, air laut, emis udarm,
(udara ambien, tanah, B3, limbah B3, biota] dalam
ranzlka pengammsan
14, |Melaloakan kegiatan penguloimn pammeter di
lapangan [-Situ) dalam ranglka pengammsan
dengan
a. (lompleksitas rendah Doloumen Berita feara 003 £hli Pertama
Pengulaimn
b |kompleksitas sedang Dolkumen Berita Acara [ENe Y Ahli Muda
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N UNSUE 2UB UNSUE BUTIE EEGIATAN HAZIL KER.JA }?_ES[I;P}[ PELAKSANA TUGAS
1 2 3 4 5 =] 7
15 [Welaloakan kegiatan pemotretan dan/ atau video Doloimen Berita ficara 003 Ahli Fertama
antara lain terhadap kegiatan y bilan sampel,
ituasi pabrik, situasi [PAL dengan menggunakan
kamera danfatau drone dalam rangka pengawmasan
16. [Melaloakan pembuatan gambar sketsa dalam Doluamen Gambar Shetsa o003 AhL Pertama
rangka pengawasan
17. [Melaloakan penghentian pelanggamn tertentu Dolaamen Berita fAcara o0e Ahli Madya
128, [Melaloakan pertemuan penutup berupa :
2 |penyusunan herita acam pengaTAsan Dolinnen Berita ficara 00T Fnli Madla
b |pertemuan penutup dalam tm
1] [memimpin pertemuan penutup Laporan Fenutup 008 bl Madya
2| |menatalakzanakan dan mendoloumentasilan Laporan Fenutup D05 Ahli Muda
pertemuan penutup
Melalikan kegiatan pasca L. [Melalmlan kegiatan analisic hasil pengamasan
pengammsan dengan
a. (kompleksitas rendah Doloamen Laporan D03 Ahli Pertama
b. |lompleksitas sedang Doloamen Laporan 00T Ahli Muda
. (lompleksitas tngzl Doluamen Laporan 0,11 Ahl Madya
2. [Merumuskan rekomendasi hasil pengawasan dalam [ Dokumen Penyasunan o003 £hli Pertama
entuk konzep surat hasil pengawasan kepada Konsep
perusahaan
3. [Melakoalon pemerikeaan ulang Laporan Pemerikeaan Olang 120 Al Utama
4. |Merumuskan rekomendasi canka adminictras
dalam bentul surat sanks administabf benapa :
a. [teguran Dolommen Konsep o035 Akl Pertama
b |paksaan pemerintal Doloumen Eonsep 006 Ahli Muda
. |pembeluan izin linglungan Doloumen Konsep 005 Ahli Muda
A |pencabutan izin lingkungan Doloumen Eonsep 0,10 hL Madya
5. |[Melal Y pemberian keterangan sehagal saksi Dokumen Sebagai Saks G003 £kl Fertama
[dalam proses penyidikan dan/atau persidangan 506 L Muada
5. [Melalsanaksn pemberian keterangan sehagad ahli Dokumen Scbhagai Ahli 0,14 Ahli Madya
dalam proses penyidilan dan/ atau persidanzan
I, |Fenzammsan Evaluasi laporan rutin penaatan | 1. [WMelakeanakan kegiatan pengolaban data Dokumen Fengolahan Data 006 Ahli Muda
Tidale hasaha dan /atau kegiatan pemantauan rutin dalam rangka penaatan usaha
Langzung dan, atau kegiatan
2. |Melalakan kegiatan evaluasi laporan natin dalam Dolkumen Laporan D03 Ahli Pertama
ranglka penaatan usaha dan/atan kegiatan
3. [Melaloakan kegiatan pertemuan pembahasan
laporan ratin perusahaan, sehagai @
a. [peserta Laporan Pertemuan 005 Ahli Muda
b. [pembicara Laporan Fertemuan O0E Ahl Madya
4. [Menyusun rekomendasi hasil evaluasi laporan ratin Dolumen Laporan 006 Fhli Muda
dan/atau hasil kegiatan pertemuan pembahasan
laporan ratin
IL |Fenegalan Fenegalkan Hukum Fidana 1. [Melalkzanakan peryidikan tindal pidana
Hulaim lingkunzan hidup
a. [pembuatan laporan kejadian tindak pidana Laporan Kejadian G003 £kl Fertama
o007 Ahli Muda
0,10 Ahli Madya
b. |pemeriksaan tempat kejadian perkara Berita Acara Tempat G005 £kl Fertama
Hejadian Perlara 510 ERL Moada
0,16 Ahli Madya
G. [surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Sumt Pemberntahuan X £hli Pertama
Pery o007 Ahli Muda
0,11 bl Madya
d. |pemanggilan saks - saks Surat Pemanggilan O0E fhl Fertama
0,16 Ahli Muda
023 bl Madya
e. [pemanggilan tersangka Surat Pemanggilan o008 £hli Pertama
0,16 Ahli Muda
024 Ahli Madya
{. [pemeriksaan saks - saks Berita ficara Pemeriksaan 0,19 £hli Pertama
037 Ahli Muda
0,56 Ahli Madya
5. [pemeriksaan tersangka Berita ficara Pemeriksaan 005 £hli Pertama
QR Ahli Muda
0,14 Ahli Madya
h. |penyitaan barang atau doloimen melalui Berita ficara Penyitaan o003 £hli Pertama
pengadilan 506 Fhli Muda
0,10 Ahli Madya
i. [permintaan bantuan menghadirkan tersangla /| Zurmt Fermintaan Bantian 004 Ahli Pertama
ks k= ol 509 Fhli Muda
0,13 Ahli Madya
J. [pembuatan resume Doloumen Resume 004 Ahli Pertama
009 Ahli Muda
0,13 Ahli Madya
L. |penyerabon berkas Berita Acara penyadikan ke Doloimen Berita fcara 003 AhL Pertama
kejaksaan melalui Fold 508 FTNRT T
XL Ahli Madya
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N UNSUE 2UB UNSUE BUTIE EEGIATAN HAZIL KER.JA }?_g]?gp[ PELAKSANA TUGAS
1 2 3 4 5 =] 7
TV [Fenglajian | & [Pengkajian Pengamasan Menyusun rancangan shatezi kegiatan dbidang Hasil Kajian Terhadap 150 Ehli Ttama
dan Analisa Lingloangan Hidup pengammsan lingkungan hidup tingkat Kota / Laporan Fengawmsan
Kabupaten / Proins / Nasional / Internasional Linglkungan
- [Melalanakan pengkajian / pemenkeaan terhadap Fancangan Strategi 059 Al Utama
laporan peng yang telah dilal 1
Pengawas Lingkungan Hidup
. [Menyusun profil pengawasan di Kota [ Kabupaten | Pemetaan Haszil Pengawasan 0aT Ahli Utama
/ Provinsi [ Nasional
B. |Analiza Fengawasan Ut liziz kasus i lokasi yang Hasil Kajian Terhadap Hasus 1p0 #hli Utama
Linzlaingan Hidup berbatasan dengan negara lain
11 liziz kasus ekspor impor Hasil Eajian Terhadap Hasus 084 #hli Ttama
ahan herh ahaya dan beracun [B3)
it liziz kasus ekspor limbah B3 (Hasil Eajian Terhadap Kasus DR Ahli Ttama
dan impor non B3

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DiN REFORMAS] BIRCKRAS] REPUELIK INDONE 214,

SYAFRUDDIN
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LAMPRAN II

FERATURAN MENTERI FENDATAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIE INDONESLA

NCMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG JABATAN FUNG2IONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HID

KEGIATAN FENGEMBANGAN PROFES] DAN PENUNJANG JABATAN FUNGEIONAL PENGAWAS LINGEUNGAN HIDUP

NO UN2UR 2B UNSUR BUTR KEGIATAN SATUAN HASIL ANGEA KREDIT pEE“ G“Ilf,rﬁﬁ
1 2 2 ] 5 & 7
1. |[Fengembangan Frofesi | | A, |Perolehan fjasah jgelar Memperoleh asah seswal dengan bidang fagas azah/ Gelar 25% AF. kenadlom | Bemua jenjang
pendidikan formal s=suai  |Pengawns Lingkungan Hidup pangkat
dengan bidang tugas
Pengawas Lingkungan
Hidup
B.[Femb uatan Farya Talis / T [Membuat karya tulis / kazya fmiah hasil
Karya lmiah di bidang pencliian / pengkajian fomwei [ evaluasi di
Pengamasan dan/ atan bidang P dax fatas P ke Hukouza
Penegakan Hulum Lingkungan Hidup yang dipublikasikan :
Lingloangan Hidup 2. |dalam bentuk bulou/ magalah dmiah Jurmal/Buloa EX) Semua jenjang
internasional yang ditetbithan intermasional
2. |dalam bentuk buloa/ magalah dmiah Jurnal Bl 1250 Bemua jenjang
internasional yang ditetbitkan nasional
b [dalam bentuk il majalah dmiah Jrurnal/ Bulou, Haskah 5,00 Bemua jerjang
internasional yang diterbitkan dan diakui oleh
organizasi profesi dan Instansi Pembina
Z [Membuat karya tulis 7 kaya ilmiah hasil
pencliian / penghajian fomei | evluasi di
bidang P dan fatau P Joan Hudem
Lingkungan Hidup yang tidak dipub likasikan ©
= [dalam hentuk buku Bl ER) Bemua jeryang
o |dalam banfuk makalah Malalah 4 Bemua jenjang
3. [Membuat karya tulis [ kaya ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ikmiah hasil gagasan sendiri
di bidang Peng danfatau P 1
Huloam Lingkungan Hidup yang dipublikasiloan:
2 |dalam bentuk buku yang diterbitkan dan Bl .00 Bemua jerjang
diedarkan seoarm nasional
b [dalam majalsh ilmiah yang diakoi oleh Naskah 4,00 Semua jenjang
rganisasi profesi dan hastansi Pemb ina
4, [Membuat karya tulis [ kaya ilmiah berupa
tinjauan atau ulasan ikmiah hasil gagasan sendiri
di bidang Peng danfatau P 1
Huloam Lingkungan Hidup yang tidak
dipablikasikan:
2 [dalam bentuk buku Bl 7,00 Bemua jergang
b [dalam b entul makalah Malalah 3,50 Bemua jenyang
5. [Menyampaikan prasarn berupa tnjmaan gagasan Naskah 2,5 Semua jengang
dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmish
. [Membuat artike] di bidang kepolician Pengawasan Artikeal H Bemua jeryang
dass jatau P Jan Huboum Lingloangan Hidup
@ [Fenerjemahan / 1. [Menerjemahkan / menyadur bulo: atau karya
Penyaduran Bula dan ilmiah di bidang P dan fatau Fenegal
Bahan-Bahan Lain Dbidang | |Hukam Lingkungan Hidup yang dipublikasilkan
Pengawacan dan/atau a [dalam bentuk bulu yang diterbitlan dan Buku 7.00 Semua jenjang
Peneyakan Huloum diedarkan secara nasional
Linglngan Hidup b, |dalam majalah dmiah yang diakoad oleh Naskah 35 Bemua jenjang
crganisasi profesi dan Instansi Pembina
2. [Menememahkan { menyadur bukea atau karya
ilmiah di bidang Pe dan fatau Fenegal
Huloam Lingkungan Hidup yang tidak
i publikasikan -
2 [dalam bentuk bukou Buku 3.00 Semua jerjang
b | dalaw b entuk makalah Malmlah 1.5 Bemua jenjang
D |Fezahvatan Bula Pedoman / |Memb uat buku standar/ pedoman petuniuk Buku 5,00 Semua jenjang
Petumjuk Pelak i lak petanjuk tekmis i bidang Pengawasan
Petumjuk Telois di Bidang  |dan/atau Penegalean Hulam Lingkungan Hidup
Pengawasan dan/ atan
Penegakan Hukum
Lingloangan Hidup
E. [Fengembangan Kampetensi |Mengikuh kegiatan pengemb angan kompetens:
; B
i B}"‘::‘g Pengaw 1 [Pelathan fangmonal EE T ier— 0.5 EEpre——
Any atau - - — - TR o
Huuloum Linghungan Hidup | 2 [F#miar kakerys konferens fsinposium [ sbadl S ertfikat/Laporan 3,00 Bemaua jergang
banding-lapangan
3 [pelathen telmis] magang 4 Didang Fengawasan
da fatau Panegakan Huloum Linglamgan Hidwp
dan mempemleh Sertifikat
Tamanya lehih dari 950 jam Sertifikat/Laporan 1500 Femua Jemjang
Lauanya antara 541 - 950 jam, Sertifikat/Lagoran, a00 Femua Jemjang
Lazuanya antara 451 - 640 jam, Sertifikat/Lagporan, 500 Zemua Jenjang
Lamanya antara 161 - 480 jam, Sertifikat/Lagporan. 300 Hemua Jenjang
Lamanya antara 81 - 160 jam Sertifikat/Lagoran 2,00 Zemua Jenjang
Tamanys antara 30 - B0 jam. Bertifikat/Lagoran, 100 Semua Jenjang
Tamanya kumang dan 50 jam Bertifikat/Laporan, 5,50 Beraua Jenjang
4 [pelatihan manajerial fsosial kultural terkait fugas
Jab atan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
dan mempemleh Sertifikat
Lazaanya lebih daxi 950 jam Sertifikat/Lagoran, 75 Femua Jemjang
Lamanya antara 541 - 950 jam, Sertifikat/Lagoran, 4,50 Hemua Jenjang
Lamanya antara 451 - 640 jam, Sertifikat/Lagporan. 5 Hemua Jenjang
Lamanya antara 161 - 480 jam, Sartifikat/Lagoran. 150 Semua Jenjang
Tamanya antara 81 - 160 jam Bertifikat/Lagoran, 1 Semua Jenjang
Tamanya antara 30 - B0 jam Bertifikat/Lagoran 5,50 Semua Jenjang
Tamanya kurang dan 50 jam Bertifikat/Lagoran 025 Semua Jenjang
5 [mairdain perf ormarnce [pemelibarann kinega dan S ertfikat/Laporan G50 Bemua Jenjang
target kinerja)
& [Kunjungan kega 2 ertifikat/Laporan 0,30 Bemua jenyang
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NO UNSUR 2UB UNSUR BUTIR KEGIATAN BATIAN HAZIL ANGEA KREDIT FELAKSANA
KEGIATAN
1 z 2 4 5 & 7
F [Kegiatan lain yang Melaloikan kegiatan yang mendulung pengembangan Laporan 05 Bemua jenjang
mendulong } profesi P dan fatau Penegakan Hukum
profesi Pengamasan Linglaangan Hidup
dan/ atau Fenegakan
Huleurs Lingloangan Hidup
I. |Penunjang Kegiatan A |Pengajar [ Pelatih di Bidang [Mengajar/ melath | membimbing yang herkaitan Bertifilkeat/Laporan 0,40 Bemua jenjang
Pengawasan dan/ atau Pengawasan dan/atau dengan bidang P dan/ atau P }
Penegakan Huloum Penegakan Huloum Hulours Linglaingan Hidup
Lingloangan Hidup Lingloangan Hidup
B.[Keangzzotman dalam Tim Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi Laporan 004 Semua jenjany
Penilai/ Ties Tji Kompetens
. [Perclehan Penghargaan) 1. [Memperaleh penghargaan [ tanda jasa Satya
tanda jasa Lancana Karya Satya :
2. |30 [tiga pulub) tabun Flagam 3 ET—
b. |22 [dua pubah] tahun Fiagam 2 Semua jenjany
. |10 [sepuluby) tahun Fiagam 1 Semua jenjany
I, [Fenghargaan/tanda jasa atas prestasi kegjanya
a. | Tingkat [ntemasional Sertifikat/ Flagam 35% AK lenailom | Semuajenjang
pangkat
b. |Tingkat Nasional Sertifikat/ Piagam 25% AK kenaikan | Semuajenjang
panglat
. | Tinglat Provins Sertifikat/ Plagam 15% AF kenaikan | Semuajenjang
pangleat
D.[Perclehan Gelar Memperoleh gelar kesagjanaan lannya yang bdak
Kesagjanaan Lainnya sesuai dengan bidang Fengawasan dan/atau
Penegalan Hulows Lingkungan Hidup
a. Sarana [8-1] / Diplomalv Tazah 5 Semuajenjang
b Magister [ 3-2) Tazah 10 Semua jenjang
c. Doktor (83 ) Jazah 15 Semuajenjang
E. |[Pelaksanzan tugas lain yang [Melaloakan kegiatan yang mendubung pelaksanaan Laporan 0,04 Semua jenjany
mendulong pelal tugas Peng dan/ atau P Jears Hluboums
hagas Pengawasan dan/atau |Lingloangan Hidup
Penegalkan Huloum
Lingloangan Hidup
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